SALINAN

PERATURAN REKTOR UNIVERSITAS NEGERI PADANG

NOMOR 31 TAHUN 2025

TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN REKTOR NOMOR 14 TAHUN 2023 TENTANG
PENGADAAN BARANG DAN JASA UNIVERSITAS NEGERI PADANG

Menimbang

Mengingat

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

REKTOR UNIVERSITAS NEGERI PADANG

bahwa Perguruan Tinggi Negeri-Badan Hukum memiliki otonomi
dalam bidang non-akademik salah satunya yaitu pengelolaan
rumah tangga perguruan tinggi berupa pengadaan barang/jasa
yang fleksibel namun tetap mematuhi prinsip akuntabilitas dan
tata kelola yang baik;

bahwa untuk memitigasi risiko pengadaan dan meningkatkan
capaian indikator kinerja utama, diperlukan perubahan
pedoman pengadaan barang/jasa yang disesuaikan dengan
kebutuhan PTN-BH Universitas Negeri Padang;

bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud
dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Rektor
tentang Perubahan atas Peraturan Rektor Nomor 14 Tahun 2023
tentang Pengadaan Barang dan Jasa Universitas Negeri Padang;
Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2012
tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2012 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik

Indonesia Nomor 5336);



Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2014
tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan
Perguruan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2014 Nomor 16; Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 5500);

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 26 Tahun 2015
tentang Bentuk dan Mekanisme Pendanaan Perguruan Tinggi
Negeri Badan Hukum (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2015 Nomor 110, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 5699) sebagaimana telah diubah dengan
Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2020
tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Republik
Indonesia Nomor 26 Tahun 2015 tentang Bentuk dan
Mekanisme Pendanaan Perguruan Tinggi Negeri Badan Hukum
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 28,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6461);

. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 114 Tahun

2021 tentang Perguruan Tinggi Negeri Badan Hukum Universitas
Negeri Padang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2021 Nomor 255, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 6737);

Peraturan Rektor Universitas Negeri Padang Nomor 20 Tahun
2021 tentang Pengelolaan Dana Universitas Negeri Padang;
Peraturan Rektor Universitas Negeri Padang Nomor 14 Tahun
2023 tentang Pengadaan Barang dan Jasa Universitas Negeri
Padang;

Peraturan Rektor Universitas Negeri Padang Nomor 12 Tahun
2024 tentang Organisasi dan Tata Kerja Unsur di bawah Rektor
Universitas Negeri Padang;

Peraturan Rektor Universitas Negeri Padang Nomor 02 Tahun
2025 tentang Tata Cara Pembentukan Peraturan di lingkungan

Universitas Negeri Padang.




MEMUTUSKAN:

PERATURAN REKTOR UNIVERSITAS NEGERI PADANG TENTANG
PERUBAHAN ATAS PERATURAN REKTOR UNIVERSITAS NEGERI
PADANG NOMOR 14" TAHUN 2023 TENTANG PENGADAAN BARANG
DAN JASA UNIVERSITAS NEGERI PADANG.

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Rektor Universitas Negeri

Padang Nomor 14 Tahun 2023 tentang Pengadaan Barang dan Jasa

Universitas Negeri Padang diubah, sebagai berikut:

1. Ketentuan Pasal 1 angka 9, angka 10 diubah, disisipkan 3 (tiga)
angka yakni angka 36a, angka 36b, dan angka 39a sehingga
Pasal 1 berbunyi sebagai berikut:

BAB 1
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Rektor ini, yang dimaksud dengan:

1.

Universitas Negeri Padang yang selanjutnya disingkat UNP
adalah Perguruan Tinggi Negeri Badan Hukum.

Majelis Wali Amanat yang selanjutnya disingkat MWA
adalah organ UNP yang menyusun dan menetapkan kebijakan
umum UNP.

Rektor adalah pemimpin penyelenggaraan dan
pengelolaan UNP.

Pengadaan Barang/Jasa Universitas Negeri Padang yang
selanjutnya disebut Pengadaan Barang / Jasa adalah
kegiatan Pengadaan Barang / Jasa oleh Universitas Negeri
Padang yang prosesnya sejak identifikasi kebutuhan, sampai
dengan serah terima hasil pekerjaan.




10.

Rencana Kerja dan Anggaran Tahunan yang selanjutnya
disebut RKAT adalah kesatuan rincian kerja terukur yang
memuat pagu satuan kerja, agenda / sasaran kerja /
strategi, dan program kegiatan yang akan dilaksanakan oleh
setiap unit kerja UNP.

Pengguna Anggaran yang selanjutnya disingkat PA adalah
Rektor selaku pejabat pemegang kewenangan penggunaan
anggaran yang bersumber dari RKAT UNP.

Kuasa Pengguna Anggaran yang selanjutnya disingkat KPA
adalah Wakil Rektor Umum, Keuangan, Aset, dan Usaha
selaku pejabat yang memperoleh kuasa dari PA untuk
melaksanakan sebagian kewenangan dan tanggung jawab
penggunaan anggaran dari RKAT UNP.

Pejabat Pembuat Komitmen yang selanjutnya disingkat PPK
adalah pejabat yang diberi kewenangan oleh PA/KPA untuk
mengambil keputusan dan/atau melakukan tindakan yang
dapat mengakibatkan pengeluaran anggaran belanja
Universitas Negeri Padang.

Kelompok Kerja Pemilihan yang selanjutnya disebut Pokja
Pemilihan adalah sumber daya manusia yang ditetapkan oleh
KPA UNP untuk mengelola pemilihan Penyedia dan Pengadaan
Langsung Barang / Jasa Konstruksi / Jasa Lainnya yang
bernilai paling sedikit di atas Rp1.000.000.000,00 (satu milyar
rupiah).

Pejabat Pengadaan adalah pegawai UNP yang ditugaskan oleh
Rektor untuk melaksanakan Pengadaan Langsung dengan
nilai pengadaan Barang/Jasa Konstruksi/Jasa Lainnya yang
bernilai paling banyak Rpl.000.000.000,00 (satu milyar

. rupiah), Pengadaan Langsung Jasa Konsultansi, Penunjukan

11.

Langsung, dan/atau E- purchasing.
Pejabat Pemeriksa Hasil Pekerjaan yang selanjutnya disingkat
PiPHP adalah pegawai UNP yang bertugas memeriksa

administrasi hasil pekerjaan Pengadaan Barang/Jasa.




12.

13.

14.

15.

16.

17.

18.

19.

20.

Panitia Pemeriksa Hasil Pekerjaan yang selanjutnya disingkat
PPHP adalah tim yang bertugas memeriksa administrasi hasil
pekerjaan Pengadaan Barang/Jasa.

Agen Pengadaan adalah Pelaku Usaha yang
melaksanakan sebagian atau  seluruh  pekerjaan
Pengadaan Barang/Jasa yang diberi kepercayaan oleh
Universitas Negeri Padang sebagai pihak pemberi
pekerjaan.

Penyelenggara Swakelola adalah Tim yang
menyelenggarakan kegiatan secara Swakelola,

Pengelola Pengadaan Barang/Jasa adalah pegawai UNP yang
diberi tugas, tanggung jawab, wewenang, dan hak secara
penuh oleh pejabat yang berwenang untuk melaksanakan
Pengadaan Barang/Jasa.

Rencana Umum Pengadaan Barang/Jasa Universitas Negeri
Padang yang selanjutnya disingkat RUP UNP adalah daftar
rencana Pengadaan Barang/Jasa yang akan dilaksanakan
oleh Universitas Negeri Padang.

E-marketplace Pengadaan Barang/Jasa adalah pasar
elektronik yang disediakan untuk memenuhi kebutuhan
barang/jasa Universitas Negeri Padang.

Layanan Pengadaan Secara Elektronik Universitas Negeri
Padang yang selanjutnya disingkat LPSE UNP adalah layanan
pengelolaan  teknologi informasi untuk memfasilitasi
pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa secara elektronik.
Satuan Pengawas Internal Universitas Negeri Padang yang
selanjutnya disingkat SPI UNP adalah unit pelaksana di
bawah Rektor yang bertugas melakukan pengawasan
dan/atau pemeriksaan kegiatan non- akademik.
Pengadaan  Barang/Jasa  melalui Swakelola yang
selanjutnya disebut Swakelola adalah cara memperoleh
barang/jasa yang dikerjakan sendiri oleh Universitas Negeri
Padang.



21.

24,

23.

24.

25.

26.

27.

28.

Pengadaan Barang/Jasa melalui Penyedia adalah cara
memperoleh barang/jasa yang disediakan oleh Pelaku Usaha.
Pelaku Usaha adalah setiap orang perorangan atau badan
usaha, baik yang berbentuk badan hukum maupun bukan
badan hukum yang didirikan dan berkedudukan atau
melakukan kegiatan dalam wilayah hukum negara Republik
Indonesia, baik sendiri maupun bersama-sama melalui
perjanjian menyelenggarakan kegiatan usaha dalam berbagai
bidang ekonomi.

Penyedia Barang/Jasa UNP yang selanjutnya disebut
Penyedia adalah Pelaku Usaha yang menyediakan
barang/jasa berdasarkan kontrak.

Barang adalah setiap benda baik berwujud maupun tidak
berwujud, bergerak maupun tidak bergerak, yang dapat
diperdagangkan, dipakali, dipergunakan atau
dimanfaatkan oleh Pengguna Barang.

Pekerjaan Konstruksi adalah keseluruhan atau sebagian
kegiatan yang meliputi pembangunan, pengoperasian,
pemeliharaan, pembongkaran, dan pembangunan
kembali suatu bangunan.

Jasa Konsultansi adalah jasa layanan profesional yang
membutuhkan keahlian tertentu diberbagai bidang
keilmuan yang mengutamakan adanya olah pikir.

Jasa Lainnya adalah jasa non-konsultansi atau jasa yang
membutuhkan peralatan, metodologi khusus, dan/atau
keterampilan dalam suatu sistem tata kelola yang telah
dikenal luas di dunia usaha untuk menyelesaikan suatu
pekerjaan.

Harga Perkiraan Sendiri yang selanjutnya disingkat HPS
adalah perkiraan harga barang/jasa yang ditetapkan oleh
PPK.



29.

30.

31.
32.

33.

34.

35.

36.

Penelitian adalah kegiatan yang dilakukan menurut kaidah
dan metode ilmiah secara sistematis untuk memperoleh
informasi, data, dan keterangan yang berkaitan dengan
pemahaman dan pembuktian kebenaran atau
ketidakbenaran suatu asumsi dan/atau hipotesis di bidang
ilmu pengetahuan dan teknologi serta menarik kesimpulan
flmiah bagi keperluan kemajuan ilmu pengetahuan dan/atau
teknologi.

Pembelian secara Elektronik yang selanjutnya disebut E-
purchasing adalah tata cara pembelian barang/jasa melalui
sistem katalog elektronik.

Tender adalah metode pemilihan untuk mendapatkan
Penyedia Barang/Pekerjaan Konstruksi/Jasa Lainnya.
Seleksi adalah metode pemilihan untuk mendapatkan
Penyedia Jasa Konsultasi.

Tender/Seleksi Internasional adalah pemilihan Penyedia
Barang/Jasa dengan peserta pemilihan dapat berasal dari
pelaku usaha nasional dan pelaku usaha asing.

Penunjukan Langsung adalah metode pemilihan untuk
mendapatkan Penyedia Barang / Pekerjaan
Konstruksi / Jasa Konsultansi /Jasa Lainnya dalam

keadaan tertentu.

Pengadaan Langsung Barang/Pekerjaan
Konstruksi/Jasa Lainnya adalah metode pemilihan
untuk mendapatkan Penyedia Barang/Jasa

Konstruksi/Jasa Lainnya yang bernilai paling banyak
Rp5.000.000.000,00 (lima milyar rupiah).

Pengadaan Langsung Jasa Konsultansi adalah metode
pemilihan  untuk mendapatkan Penyedia Jasa
Konsultansi yang bernilai paling banyak Rp1.000.000.000,00
(satu milyar rupiah).



36a. Beauty Contest adalah metode pemilihan penyedia jasa
lainnya dengan mengundang seseorang/pelaku usaha untuk
melakukan peragaan/pemaparan profil perusahaan yang
dilakukan karena alasan efektifitas dan efisiensi dengan
berpedoman pada aturan PTN-BH UNP.

36b. Repeat Order adalah permintaan berulang yang dapat
digunakan pada Pengadaan Langsung (Pengadaan Barang)
dan Penunjukan Langsung (Jasa Konsultansi).

37. Ereverse Auction adalah metode penawaran harga secara
berulang.

38. Dokumen Pemilihan adalah dokumen yang ditetapkan oleh
Pokja Pemilihan/Pejabat Pengadaan/Agen Pengadaan
yang memuat informasi dan ketentuan yang harus ditaati oleh
para pihak dalam pemilihan Penyedia.

39. Kontrak Pengadaan Barang/Jasa yang selanjutnya
disebut Kontrak adalah perjanjian tertulis antara
PA/KPA/PPK dengan Penyedia Barang/Jasa atau
pelaksana Swakelola.

39a. Bank Mitra adalah bank yang digunakan sebagai mitra dalam
pelaksanaan untuk mendukung pelaksanaan tugas sesuali visi,
misi, dan tujuan Universitas Negeri Padang.

40.Usaha Mikro adalah usaha produktif milik orang
perorangan dan/atau badan usaha perorangan yang
memenuhi kriteria Usaha Mikro sebagaimana dimaksud
dalam Undang-Undang tentang Usaha Mikro, Kecil, dan
Menengah.

41.Usaha Kecil adalah usaha ekonomi produktif yang berdiri
sendiri dan dilakukan oleh orang perorangan atau badan
usaha yang bukan merupakan anak perusahaan atau bukan
cabang perusahaan yang dimiliki, dikuasai atau menjadi
bagian baik langsung maupun tidak langsung dari Usaha
Menengah atau Usaha Besar yang memenuhi kriteria Usaha
Kecil sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang
tentang Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah.




42.

43.

44,

45.

46.

47.

Usaha Menengah adalah usaha ekonomi produktif yang
berdiri sendiri, yang dilakukan oleh orang perorangan atau
badan usaha yang bukan merupakan anak perusahaan
atau cabang perusahaan yang dimiliki, dikuasai, atau
menjadi bagian baik langsung maupun tidak langsung dengan
Usaha Kecil atau Usaha Besar dengan jumlah kekayaan
bersih atau hasil penjualan tahunan sebagaimana diatur
dalam Undang-Undang tentang Usaha Mikro, Kecil, dan
Menengah.

Surat Jaminan yang selanjutnya disebut Jaminan adalah
jaminan tertulis yang dikeluarkan oleh Bank Umum /
Perusahaan Penjaminan / Perusahaan Asuransi/lembaga
keuangan khusus yang menjalankan usaha di bidang
pembiayaan, penjaminan, dan asuransi untuk
mendorong ekspor Indonesia sesuai dengan ketentuan
peraturan  perundang-undangan di bidang lembaga
pembiayaan ekspor Indonesia.

Sanksi Daftar Hitam adalah sanksi yang diberikan kepada
peserta pemilihan/Penyedia berupa larangan mengikuti
Pengadaan Barang/Jasa di Universitas Negeri Padang.
Pengadaan Berkelanjutan adalah Pengadaan
Barang/Jasa yang bertujuan untuk mencapai nilai manfaat
yang menguntungkan secara ekonomis tidak hanya untuk
Univeritas sebagai penggunanya tetapi juga untuk
masyarakat, serta signifikan mengurangi dampak negatif
terhadap lingkungan dalam keseluruhan siklus
penggunaannya.

Konsolidasi Pengadaan Barang/Jasa adalah strategi
Pengadaan Barang/Jasa yang menggabungkan beberapa
paket Pengadaan Barang/Jasa sejenis.

Keadaan Kahar adalah suatu keadaan yang terjadi di luar
kehendak para pihak dalam kontrak dan tidak dapat
diperkirakan sebelumnya, sehingga  kewajiban  yang

ditentukan dalam kontrak menjadi tidak dapat dipenuhi.
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2. Ketentuan Pasal 11 ayat (1) huruf i diubah sehingga Pasal 11

berbunyi sebagai berikut:

(1) PPK

Pasal 11

dalam  Pengadaan  Barang/Jasa  sebagaimana

dimaksud dalam Pasal 8 huruf ¢ memiliki tugas:

a.
b.

menyusun perencanaan pengadaan;
menetapkan spesifikasi teknis/Kerangka Acuan Kerja
(KAK);

menetapkan rancangan kontrak;

d. menetapkan HPS;

5 o e

e &

menetapkan besaran uang muka yang akan
dibayarkan kepada Penyedia;

mengusulkan perubahan jadwal kegiatan;

menetapkan tim pendukung;

. menetapkan tim atau tenaga ahli;

melaksanakan E-purchasing untuk nilai paling
sedikit di atas Rp 1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah);
menetapkan Surat Penunjukan Penyedia
Barang/Jasa,

menandatangani Kontrak;

mengendalikan Kontrak;

. melaporkan pelaksanaan dan penyelesaian kegiatan

kepada PA/KPA;

. menyerahkan hasil pekerjaan pelaksanaan

kegiatan kepada PA/KPA dengan berita acara
penyerahan;

menyimpan dan menjaga keutuhan  seluruh
dokumen pelaksanaan kegiatan; dan

menilai kinerja Penyedia.
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(2) Selain melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat
(1), PPK melaksanakan tugas pelimpahan kewenangan dari
PA/KPA, meliputi:

a. melakukan tindakan yang mengakibatkan pengeluaran
anggaran belanja; dan

b. mengadakan dan menetapkan perjanjian dengan
pihak lain dalam batas anggaran belanja yang telah
ditetapkan.

(3) PPK dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada
ayat (1) dapat dibantu oleh Pengelola Pengadaan Barang/Jasa.

(4) PPK terdiri dari:

a. PPK Universitas; dan
b. PPK Unit/Fakultas.

3. Ketentuan Pasal 12 huruf b, ¢, dan d diubah sehingga Pasal 12

berbunyi sebagai berikut:

Pasal 12
Pejabat Pengadaan dalam Pengadaan Barang/Jasa sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 8 huruf d memiliki tugas:

a. melaksanakan persiapan dan pelaksanaan Pengadaan
Langsung;

b. melaksanakan persiapan dan pelaksanaan Penunjukan
Langsung untuk pengadaan Barang/Pekerjaan
Konstruksi/Jasa Lainnya yang bernilai paling banyak
Rp.1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah);

c. melaksanakan persiapan dan pelaksanaan Penunjukan
Langsung untuk pengadaan Jasa Konsultansi yang
bernilai paling banyak Rp1.000.000.000,00 (satu milyar
rupiah); dan

d. melaksanakan E-Purchasing yang bernilai paling banyak
Rp1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah).
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4. Ketentuan dalam Pasal 15 diubah sehingga Pasal 15 berbunyi

sebagai berikut:

Pasal 15

(1) PjPHP sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 huruf g
memiliki tugas memeriksa administrasi hasil pekerjaan
pengadaan Barang/Pekerjaan Konstruksi/Jasa
Konsultasi/Jasa Lainnya yang bernilai paling banyak
Rp1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah).

(2) PPHP sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 huruf g
memiliki tugas memeriksa administrasi hasil pekerjaan
pengadaan Barang/Pekerjaan Konstruksi/Jasa Lainnya/Jasa
Konsultasi yang bernilai paling sedikit di atas
Rp1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah).

. Ketentuan Pasal 28 ayat {4) dan {5) diubah sehingga Pasal 28

berbunyi sebagai berikut:

Pasal 28

(1) Bentuk Kontrak terdiri atas:

a. bukti pembelian/pembayaran;
b. kuitansi;

c. Surat Perintah Kerja (SPK);

d. surat perjanjian; dan

e. surat pesanan.

(2) Bukti pembelian/pembayaran sebagaimana dimaksud pada
ayat (1) huruf a digunakan untuk Pengadaan Barang/Jasa
Lainnya dengan nilai paling banyak Rp10.000.000,00
(sepuluh juta rupiah).

(3) Kuitansi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b
digunakan untuk Pengadaan Barang/Jasa Lainnya
dengan nilai paling banyak Rp50.000.000,00 (lima puluh juta
rupiah).
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(4) SPK sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf ¢ digunakan
untuk Pengadaan Jasa Konsultasi dengan nilai paling banyak
Rp.1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah), Pengadaan
Barang/Jasa Lainnya dengan nilai paling sedikit di atas
Rp.50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) sampai dengan
nilai paling banyak Rp.1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah),
dan Pengadaan Pekerjaan Konstruksi dengan nilai paling
banyak Rp.1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah).

(5) Surat perjanjian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf
d digunakan untuk Pengadaan  Barang/Pekerjaan
Konstruksi/Jasa Lainnya/Jasa Konsultansi dengan nilai
paling sedikit di atas Rp.1.000.000.000,00 (satu milyar
rupiah).

(6) Surat pesanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1)} huruf
e digunakan untuk Pengadaan Barang/Jasa melalui E-
purchasing atau pembelian melalui toko daring.

. Ketentuan Pasal 33 ayat (1) diubah sehingga Pasal 31 berbunyi
sebagai berikut:

Pasal 33
(1) Jaminan Pelaksanaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30
ayat (1) huruf c¢ diberlakukan untuk Kontrak
Barang/Pekerjaan Konstruksi/Jasa Lainnya dengan nilai
paling sedikit di atas Rp. 5.000.000.000,00 (lima milyar
rupiah).
(2) Jaminan Pelaksanaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
tidak diperlukan, dalam hal:
a. Pengadaan Jasa Lainnya yang aset Penyedia sudah
dikuasai oleh Pengguna; atau
b. Pengadaan Barang/Jasa melalui E-purchasing.
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(3) Besaran nilai Jaminan Pelaksanaan adalah sebagai berikut:
a. untuk nilai penawaran terkoreksi antara 80% (delapan
puluh persen) sampai dengan 100% (seratus persen)
dari nilai HPS, Jaminan Pelaksanaan sebesar 5% (lima
persen) dari nilai kentrak; atau
b. untuk nilai penawaran terkoreksi di bawah 80%
(delapan puluh persen) dari nilai HPS, Jaminan
Pelaksanaan sebesar 5% (lima persen) dari nilai total
HPS.
(4) Besaran nilai Jaminan Pelaksanaan untuk pekerjaan
terintegrasi adalah sebagai berikut:
a. untuk nilai penawaran antara 80% (delapan puluh
persen) sampai dengan 100% (seratus persen) dari nilai
Pagu Anggaran, Jaminan Pelaksanaan sebesar 5% (lima
persen) dari nilai kontrak; atau
b. untuk nilai penawaran di bawah 80% (delapan puluh
persen) dari nilai Pagu Anggaran, Jaminan Pelaksanaan
sebesar 5% (lima persen) dari nilai Pagu Anggaran.
(5) Jaminan Pelaksanaan berlaku sampai dengan serah terima
pekerjaan Pengadaan Barang/Jasa Lainnya atau serah terima
pertama Pekerjaan Konstruksi.

7. Ketentuan Pasal 38 diubah ditambahkan 2 (dua) ayat yakni ayat
(8) dan ayat (9), Pasal 38 ayat (1) ditambahkan 2 (dua) huruf
yakni huruf f dan huruf g, Pasal 38 ayat (5} huruf k dihapus dan
ditambahkan 2 (dua) huruf yakni huruf m dan n sehingga Pasal
38 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 38
(1) Metode pemilihan Penyedia Barang/Pekerjaan Konstruksi/
Jasa Lainnya terdiri atas:
a. E-purchasing,
b. Pengadaan Langsung;
¢. Penunjukan Langsung;
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d. Tender Cepat;

e. Tender;

f. Beauty Contest, dan

g. Repeat Order.

(2) E-purchasing sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a
dilaksanakan untuk Barang/Pekerjaan Konstruksi/Jasa
Lainnya yang sudah tercantum dalam katalog elektronik.

(3) Pengadaan Langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
huruf b dilaksanakan untuk Barang/Jasa Konstruksi/Jasa
Lainnya yang bernilai paling banyak Rp. 5.000.000.000,00
(lima milyar rupiah).

(4) Penunjukan Langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
huruf ¢ dilaksanakan untuk Barang/Pekerjaan Konstruksi/
Jasa Lainnya dalam keadaan tertentu.

(5) Kriteria Barang/Pekerjaan Konstruksi/Jasa Lainnya untuk
keadaan tertentu sebagaimana dimaksud pada ayat (4)
meliputi:

a. penyelenggaraan penyiapan kegiatan yang mendadak
untuk menindaklanjuti komitmen internasional yang
dihadiri oleh Presiden/Wakil Presiden;

b. barang/jasa yang bersifat rahasia untuk kepentingan
Negara meliputi intelijen, perlindungan saksi,
pengamanan Presiden dan Wakil Presiden, Mantan
Presiden dan Mantan Wakil Presiden beserta
keluarganya serta tamu negara setingkat kepala
negara/kepala pemerintahan, atau barang/jasa lain
bersifat rahasia sesuai dengan ketentuan peraturan
perundang-undangan;

c. Pekerjaan Konstruksi bangunan yang merupakan satu
kesatuan sistem konstruksi dan satu kesatuan
tanggung jawab atas risiko kegagalan bangunan yang
secara Kkeseluruhan tidak dapat direncanakan/

diperhitungkan sebelumnya;
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Barang/Pekerjaan Konstruksi/Jasa Lainnya yang
hanya dapat disediakan oleh 1 (satu) Pelaku Usaha yang
mampu;

pengadaan dan penyaluran benih unggul yang meliputi
benih padi, jagung, dan kedelai, serta pupuk yang
meliputi Urea, NPK, dan ZA kepada petani dalam rangka
menjamin Ketersediaan benih dan pupuk secara tepat
dan cepat untuk pelaksanaan peningkatan ketahanan
pargarn,

pekerjaan prasarana, sarana, dan utilitas umum di
lingkungan perumahan bagi Masyarakat
Berpenghasilan Rendah yang dilaksanakan oleh
pengembang yang bersangkutan;

Barang/Pekerjaan Konstruksi/Jasa Lainnya yang
spesifik dan hanya dapat dilaksanakan oleh pemegang
hak paten, atau pihak yang telah mendapat izin dari
pemegang hak paten, atau pihak yang menjadi
pemenang tender untuk mendapatkan izin dari

pemerintah;

. Barang/Pekerjaan Konstruksi/Jasa Lainnya yang

setelah dilakukan Tender ulang mengalami kegagalan;
Pengadaan jasa konsumsi/ catering;

Pengadaan bandwidth;

dihapus;

Barang/Pekerjaan Konstruksi/Jasa Lainnya yang

dananya berasal dari hibah/pinjaman luar negeri;

. Pekerjaan pemeliharaan dan perbaikan konstruksi

bangunan atau gedung yang belum dapat dipastikan
besaran volumenya serta kualitas dari hasil pekerjaan;
Pengadaan Barang/Jasa yang dilaksanakan oleh unit

kerja atau unit usaha Universitas Negeri Padang;
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(6) Tender Cepat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d
dilaksanakan dalam hal:

a. spesifikasi dan volume pekerjaannya sudah dapat
ditentukan secara rinci; dan

b. Pelaku Usaha telah terkualifikasi dalam Sistem
Informasi Kinerja Penyedia.

(7) Tender sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e
dilaksanakan dalam hal tidak dapat menggunakan metode
pemilihan Penyedia sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
huruf a sampai dengan huruf d.

(8) Beauty Contest sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f
dilaksanakan untuk pemilihan mitra strategis.

(9) Repeat Order sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf g
dilaksanakan dalam hal permintaan berulang pada kontrak

pengadaan barang sebelumnya.

. Diantara Pasal 38 dan Pasal 39 disisipkan 2 (dua) Pasal yakni
Pasal 38A dan Pasal 38B sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 38A

(1) Beauty Contest sebagaimana dimaksud pada Pasal 38 ayat (8)

dilaksanakan untuk pemilihan mitra strategis:

a. Bank Mitra;

b. Kantor Akuntan Publik (KAP); dan/atau

c. Pengadaan Jasa Konsultansi yang bersifat kompleks
dan/atau membutuhkan inovasi tinggi, seperti desain
arsitektur ikonik bangunan atau manajemen proyek.

(2) Ketentuan lebih lanjut mengenai syarat administrasi mitra,
tahapan prosedur dan mekanisme Beauty Contest
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan
Rektor.



18

Pasal 38B

(1) Pemilihan Penyedia Barang melalui Repeat Order

sebagaimana dimaksud pada Pasal 38 ayat (9) digunakan

untuk pekerjaan yang memenuhi kriteria:

a.
b.

pengadaan barang dengan metode pengadaan langsung.
penyedia barang (vendor) adalah penyedia barang (vendor)
yang sama.

dilaksanakan pada tahun anggaran dan PPK yang sama.
tidak terjadi perubahan nilai item barang yang sejenis dari

kontrak pengadaan sebelumnya.

(2) Kriteria Penyedia Barang melalui Repeat Order sebagaimana

dimaksud pada ayat (1) yaitu:

a.
b.

C.

d.

memiliki dokumen legalitas; Akta,NIB,NPWP yang sah.
penyedia memiliki kinerja baik berdasarkan penilaian PPK.
kinerja baik sebagaimana dimaksud pada huruf b adalah
berdasarkan evaluasi; kualitas, waktu pelaksanaan,
layanan, dan harga dari pengadaan sebelumnya.

telah menyelesaikan pekerjaan sebelumnya.

(3) Mekanisme Repeat Order sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
dan ayat (2) adalah sebagai berikut:

a.
b.

memastikan ketersediaan anggaran;

terdapat kesesuaian spesifikasi item barang dalam surat
permintaan barang oleh wuser (pengguna) dengan item
barang pada kontrak sebelumnya;

penyampaian surat pesanan kepada calon penyedia
tentang repeat order;

surat balasan dari calon penyedia tentang kesanggupan
pelaksanaan repeat order; dan

penandatanganan surat pesanan oleh penyedia dan PPK.
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9. Ketentuan Pasal 41 ayat (2) dan (3) diubah sehingga Pasal 41
berbunyi sebagai berikut:

Pasal 41

(1) Metode pemilihan Penyedia Jasa Konsultansi terdiri atas:

a. Seleksi;

b. Pengadaan Langsung; dan

¢. Penunjukan Langsung.

{(2) Seleksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1} huruf a
dilaksanakan untuk Jasa Konsultansi bernilai paling sedikit
di atas Rp.1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah).

(3) Pengadaan Langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
huruf b dilaksanakan untuk Jasa Konsultansi yang bernilai
sampai dengan paling banyak Rp.1.000.000.000,00 (satu
milyar rupiah).

(4) Penunjukan Langsung sebagaimana dimaksud pada ayat
(1) huruf ¢ dilaksanakan untuk Jasa Konsultansi dalam
keadaan tertentu.

(5) Kriteria Jasa Konsultansi dalam keadaan tertentu
sebagaimana dimaksud pada ayat (4) meliputi:

a. Jasa Konsultansi yang hanya dapat dilakukan oleh 1
(satu) Pelaku Usaha yang mampu;

b. Jasa Konsultansi yang hanya dapat dilakukan oleh 1
(satu) pemegang hak cipta yang telah terdaftar atau
pihak yang telah mendapat izin pemegang hak cipta,

c. Jasa Konsultansi di bidang hukum meliputi
konsultan hukum/advokasi atau pengadaan
arbiter yang tidak direncanakan sebelumnya, untuk
menghadapi gugatan dan/atau tuntutan hukum dari
pihak tertentu, yang sifat pelaksanaan pekerjaan
dan/atau pembelaannya harus segera dan tidak dapat
ditunda; atau

d. Permintaan berulang (repeat order) untuk Penyedia Jasa

Konsultansi yang sama.
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(6) Dalam hal dilakukan Penunjukan Langsung untuk Penyedia
Jasa Konsultansi sebagaimana dimaksud pada ayat (5) huruf

d, diberikan batasan paling banyak 2 (dua) kali.

Pasal II
Peraturan Rektor ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan
Peraturan Rektor ini dengan penempatannya dalam Lembaran
Universitas Negeri Padang.

Ditetapkan di Padang

Pada tanggal 18 Desember 2025

REKTOR UNIVERSITAS NEGERI PADANG,

ttd

KRISMADINATA




